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 ABSTRAK 

Pengabdian pada masyarakat sebagai salah satu darma perguruaan tinggi 

menepati posisi yang strategis dalam menimba dan mendidik masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun wujud pembinaan tersebut 

yang dianggap paling realitis tidak lain, memberikan pembekalan melalui 

pelatihan keterampilan dan pendampingan yang dianggap berguna bagi khalayak 

masyarakat setempat. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas 

penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak. PPh Pasal 

21 merupakan salah satu jenis PPh yang beban pajaknya dibebankan kepada 

wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang didapatkan dari 

pekerjaan, jasa atau kegiatan lain. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan 

untuk meninjau kesesuaian antara pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan 

pelaporan PPh pasal 21 oleh Penghuni Rumah Susun (PPPSRS) dengan 

peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada 

masyarakat ini adalah metode studi kepustakaan dan metode dokumentasi yang 

hasil penelitiannya berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari lapangan. 
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PENDAHULUAN  

PPh Masa (Pajak Penghasilan Masa) merupakan salah satu jenis pajak yang wajib 

dipungut oleh negara dari penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam jangka 

waktu tertentu. PPh Masa dikenakan secara berkala, misalnya setiap bulan atau setiap 

triwulan, tergantung pada jenis dan ukuran badan usaha atau individu yang bersangkutan. 

Laporan keuangan, di sisi lain, adalah dokumen atau rangkuman yang memuat 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas suatu entitas pada 

periode tertentu. Laporan keuangan ini digunakan untuk memberikan gambaran yang 

jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kondisi keuangan entitas tersebut. 
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Pengelolaan PPh Masa dalam konteks laporan keuangan menjadi penting karena 

melibatkan pencatatan dan pelaporan yang akurat terkait kewajiban pajak yang harus 

dibayar oleh entitas tersebut. Hal ini mencakup penghitungan PPh Masa yang tepat 

berdasarkan penghasilan yang telah diperoleh serta pengungkapan informasi yang 

transparan dalam laporan keuangan. 

Dengan demikian, pendahuluan mengenai PPh Masa dan laporan keuangan 

membahas tentang dua hal yang saling terkait: kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi 

oleh entitas dan keterbukaan informasi mengenai keuangan entitas tersebut kepada publik 

dan pihak-pihak terkait lainnya.  

Pendampingan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Masa dan laporan 

keuangan bagi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) 

seperti The Pakubuwono View melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan 

bahwa semua kewajiban perpajakan dipenuhi secara tepat waktu dan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa poin yang perlu dipertimbangkan: 

1. Pemahaman Terhadap Kewajiban PPh Masa 

Penting untuk memahami jenis-jenis PPh Masa yang berlaku bagi PPPSRS seperti 

The Pakubuwono View, termasuk tarif pajak yang berlaku, jangka waktu pembayaran, 

serta aturan penghitungan dan pemotongan PPh yang relevan. Ini meliputi: 

a. PPh Pasal 21: PPh yang dipotong atas penghasilan dari upah, gaji, honorarium, atau 

imbalan lainnya kepada karyawan atau anggota PPPSRS. 

b. PPh Pasal 22: PPh atas penghasilan tertentu seperti bunga, royalti, dividen, dan lain-

lain. 

c. PPh Pasal 23: PPh atas penghasilan dari bunga deposito, obligasi, sewa, atau jasa 

lainnya. 

2. Penyusunan Laporan Keuangan yang Akurat 

Laporan keuangan bagi PPPSRS seperti The Pakubuwono View harus disusun 

secara akurat dan tepat waktu. Hal ini mencakup pencatatan transaksi keuangan, 

penghitungan kewajiban pajak yang tepat, serta penyusunan neraca dan laporan laba 

rugi. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah: 

a. Pencatatan Pendapatan dan Biaya: Memastikan semua pendapatan (seperti iuran 

anggota, sewa, dan lain-lain) dan biaya tercatat dengan benar. 

b. Pengungkapan Lengkap: Memastikan pengungkapan yang lengkap terhadap semua 

transaksi keuangan yang relevan, termasuk kewajiban pajak. 

c. Penghitungan Pajak: Menghitung PPh Masa yang tepat dan memastikan bahwa 

dana untuk pembayaran pajak telah disediakan. 

3. Konsultasi dengan Ahli Pajak dan Akuntan 

Penting untuk memiliki konsultan pajak atau akuntan yang berpengalaman dalam 

industri properti untuk memberikan panduan dan pendampingan. Mereka dapat 

membantu dalam mengoptimalkan struktur perpajakan, memberikan saran terkait 

pengurangan pajak yang legal, serta memastikan bahwa laporan keuangan memenuhi 

standar akuntansi yang berlaku. 
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4. Penerapan Sistem Informasi Keuangan yang Tepat 

Menerapkan sistem informasi keuangan yang tepat dapat membantu dalam 

pencatatan transaksi yang akurat dan penyusunan laporan keuangan yang lebih efisien. 

Hal ini juga memungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih 

transparan dan mudah diverifikasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 

Dengan pendampingan yang tepat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh 

Masa dan penyusunan laporan keuangan yang akurat, PPPSRS seperti The 

Pakubuwono View dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan 

meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan mereka. 

 

METODE PELAKSANAAN  

Kegiatan PKM yang dilakukan tim dosen pada karyawan dan karyawati PPPSPRS 

THE PAKUBUWONO VIEW yaitu dengan melakukan sosialisasi materi terkait dengan 

Pelaporan Pajak Orang Pribadi sekaligus tanya jawab seputar masalah pemahaman dan 

pelaporan yang dihadapi oleh karyawan dan karyawati PPPSPRS THE PAKUBUWONO 

VIEW. 

Metode yang akan dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini adalah melakukan 

kegiatan edukasi. Edukasi ini dilakukan agar karyawan dan karyawati memahami 

mengenai pelaporan PPh 21 orang pribadi serta pembayaran pajak nya dan untuk 

mengetahui lebih lanjut mengenai pelaporan PPh 21 yang baik dan benar. 

Dengan diterapkan semua metode pelaksanaan tersebut, maka diharapkan para 

pelaku PPPSPRS THE PAKUBUWONO VIEW lebih tertantang untuk mengembangkan 

jaringan wirausahanya dan mengenai pelaporan perpajakan di wilayah The Pakubuwono 

View.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pelaksanaan Program Kegiatan Masyarakat (PKM) bagi Perhimpunan Pemilik dan 

Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) seperti The Pakubuwono View dapat 

dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa metode atau langkah-langkah sebagai 

berikut: 

Penting nya pengetahuan mengenai pelaporan PPh Masa dan laporan keuangan 

sehingga di harapkan karyawan dapat melaporkan dengan baik dan benar. Melakukan 

simulasi mengenai perpajakan dengan pendampingan yang lebih insentif dalam PPh Masa 

dan laporan keuangan. 

Banyaknya aplikasi laporan keuangan yang bisa di jadikan referensi dalam 

melaporkan keuangan bagi para pelaku PPPSPRS The Pakubuwono View dalam 

membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan PPPSPRS 

The Pakubuwono View. 
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Gambar 1. Pemaparan Materi PkM 

 
Gambar 2. Pelaksanaan PkM 

 

KESIMPULAN DAN SARAN   

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan berjalan dengan lancar. Para peserta bisa memahami dan mendapatkan 

ilmu mengenai perpajakan terutama tata cara pelaporan pajak orang pribadi PPh 21 

sehingga dapat membuat laporan keuangan dengan benar. 
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